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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2001 °

TENTANG

SURAT IZIN USAII A PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan y yang luas, nyata dan
bertang qung jawab kepada daerah untuk mengaltur dan menyusun rumah
tangganya ser diri dalar meningkatkan pelayanan kepada masyvarakat;

babwa  dalam  rangka peningkatan pelayanan  perizinan dibidang
perdagangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu
mengatur entang Pemberian Surat 2in Pordac ngan:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dac crah tentang Surat Izin
Usaha Perdagangan.

Undang danﬁ> Nomor 64 Tahun 1958 ten ntang Pembeniukan Daerah-
dag rah Fm_omt I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Taluin 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lewbaran Negara Tahun 1982 Nomor 7: Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214):

Un(lmw—undmw Nomor 9 Tahun 1995 fentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Tabun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 36] 1);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tent fang Pembentukan Kotamadya
Dacrah Tk, I Kupang; (Letnbaran Negara Tahun 1996 Nomor 43;
Tambaban Lembaran Negara Nomor 3633);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubak dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2500 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran

- Negara Ncmor 4048);

Undann undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60: Tambahan Lerbaran Negara
I\omor3 839);

* Undang-undang, Nomor 25 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuanpan

antata Pemerintah Pusat dan Dacralr {Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
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Pasal 14

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.,
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BADB III
BIAYA PERIZINAN
“Pasal 15

Setiap SIUP yang dikeluarkan d’kenakan biaya pergantian ongkos cetak formulir / blangko
yang diatur sebagai berikut :

a. SIUP Besar ditstapkan scbesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

b. SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

¢, SIUP Kecil ditetapken scbesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Setiap STUP vang masih berlaku wajib untuk mendaftar ulang (herregistrasi) setiap tahun dan

dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut :

a. biaya pendattaran ulang bagi SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh
lima ribu rupiah).

b. Biaya pendaftaran ulang SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah). .
¢. Biaya pendaftaran ulang SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh fima ribu
rupiah).

Legalisasi-STUP Kantor Cabang / Perwakilan Pusat, ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus
Lima Puluh Ribu Rupiah).
BAB 1V
SANKSI
Pasal 16

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

a.

b.

d.

(D

Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Avat (1), Pasal 10 dan Pasal 11
Peraturan Daerah inj;

Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis
barang/jasa dagangan utama vang tercantum dalam STUP vang telah diperoleh;

Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daflar Perusahaan scbagaimana dimaksud dalam
pasal 9;

Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwewenang bahwa Perusahaan tersebut tidak
memenuhi Kewajiban perpajakar. sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasai 17

SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila

a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan
Daerah ini; / '
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b. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI), atau melakukan tindak pidana lainnya.

Selama STUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk
melakukan kegiatan usaha perdagangan/jasa;

Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan
SIUP;

Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d Dberlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 18

SIUP dapat dicabut apabila :

b.

)
@
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SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan
yang bersangkutan;

Perusahaan vang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu
pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan
Intelektual dan atau pidana Badan Peradiian yang telah berkckuatan tetap.

BAB V
HKETENTUAN PIDANA
Pasal 19
“Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan vang diatur dalam Peraturan Daerah ini
dikenakan denda dua kaii sebesar biaya perizinan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 15
Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;

Ancaman pidana sebagaimana dimkasud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan
.pencabutan SIUP;

Tindak pidana sebagaimana di:naksud pada ayat ( 1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah
dan retribusi daerah sebageimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
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i . Menerima, mengumpulkan dan meneliti kcfcmngan atau laporan berkenaan dengan tindak
‘ pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang  kcbenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah:
Meninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan dengan
tindak pidan dibidang retribusi dacral;

d.. Memberikan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi dacrah:

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen Jain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta baniuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas penvidikan tindak pidana
di bidang tersebut;

g Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan berlangsung dan memariksa jdeniitas orang dan atau dokumen vang
dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf d: -

h. Memotret sesorung yang berkaitan dengan tindak pidana;

i.  Memanggil seseorang un‘uk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi; ¢

i . Menghentikan penyidikan;
| k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
E/ hukum yzng dapat dipertanggur gjawabkan;

.C

(3) Penyidikan sebagimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada pennntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor & Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PE].L\LIHAN
Pasal 21

(1)  Surat Izin Usaha Perdagangun vang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

&

@ (2) Terhadap Perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mengajukan permintaan
' perubahan apabila dikehendaki olet perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 22

Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk rmemperolch SIUP yang sedang q:tiam proses

penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan
3 : ; m

baru kepada Kepala Daerah untuk memperolet STUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini. |

!



} 8. ‘Lndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 fentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Tahun 1792 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3502); '

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pcngakhimn Kegiatan
Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor
560; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3] 13);

10. Perturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemeritah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

i1 Keputusan Menperindag Nomor : T8IMPP/KEP/3/2001 Tentang Pedoman
Standart Pelayanan Minj mal;

12. Peraturan Daeraly Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas
Daerah dan Lerbaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor
16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).
Dengan Persetujuan
DTWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetaplkan : PERATURAN DARRAH KOTA KUPANG TENTANG SURAT IZIN

USAHA PERDAGANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

{Jalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

8]

s

Daerah adalah Kota Kupang;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta- perangkat daerah otonomi vang lainnya
scbagai Badan Eksckutif Dacrah; .

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;

Dinas Psrindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Kupang;

Kepala Dinas Perindustrian  dan Perdagangan  adalah Kepala Dinas Perindustrian  dan
Perdagangan Kota Kupang;

Perdagangan adalah kepiatan jual beli barang. atau jasa vang dilakukan sccara terug menerus
dengan tujuan penga.ihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi,

ro



Feratnu 22234 «tiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha Yang bersifat tetap
¥ ;M s mencrue bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk

fyiumr mempereleh heuntungan dan atau laba;
Sars Izn Usaha Perdagangan yang disingkat SIUpP adalah Surat Izin untuk dapat
meivheanakan Kegiatan usaha perdagangan;

am perusahaan yang meliputi perubahan Nama
a pemﬂik/penanggung Jjawab,
Kekayaan  Bersih (netto),

Pryubahan Perusahaan adalah perubahan dal
perusahaan, Bentuk perusahaan, Alamat Kantor perusahaan, Nam
Alamat pcmi)ik/pcnanggung Jawab, NPWP, Modal dan

Kelembagaan, Bidang usaha, Jenis barang / jasa, dagangan ufama;

Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atay bagian dari perusahaan

induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan bersifat berdis sendiri atau
bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas darj perusahaan induknya;

alah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan

K. Perwakilan perusahaan ad
a ditentukan sesuaj wewenang yang

untuk melakukan suatu kegiatan dan atay pengurusanny
diberikan.

. BAB II
;\‘/ SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Pasal 2
an hukum yang melakukan kegiatan

(1) Setiap Perusahzan baik perorangan, persekutuan atau bad
usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP;

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirj :
a) SIUP Kecil;

b) Smp Menengah;

¢) SIUP Besar;

Pasal 3
(1) Perusahaan Yang melakukaa kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekavaan

‘»; bersih (netto) seluruhnya sampaj d~ngan Rp. 200.000.000,- (dua ratus Jjuta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat vsaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;

'2)  Perusahaan Yang melakukan Kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan
bersih (netto) selurunya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp.
500.000.000.- (lima ratus Jjuta rupiah) ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

wajib memperoleh SIUP Menengah;

3)  Perusahaan yang nuelakukan kegiatan ucaha perdagangan dengan modal disefor dan kekayaan
bersih (netto) seluruhaya diatag Rp. 500.000.000.- (lima rams juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.,

Pasal 4
) Kewenangan pemberian STUP berada pada Kepala Daerah; é,
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21 Kepala Daerah  dapat  melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan STUP Kecil, Menengah dan Resar.

Pasal 5

SIUP diterbitlan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh
wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubihan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena
peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca
perusahaan wajib memperoleh STUP sesuaj dengan Ketentuan sebagaimana dalam pasal 3
Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 ©

(1), SIUP berlaku selama 5 (lima) tuhun dan dapat diperpanjang selama perusahaan vang
bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan;

(2) Sclama mase berlaku, Pemegang SIUP wajib mendaftarkan kembali setiap tahun selambat-
lambatnya 3¢ (tiga puluh) hari yany techitung dari tanggal penerbitannya.

Pasal 8
Perusahaan dan ataa kegiatan usaha perdagangan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh
SIUP  adalah Pérusahuan Kecil Perorangan, Pedagan keliling, pedagang asongan, pedagang
S S g Sox S gan, I SEHS

pinggir jalan atau pedagang kaki lima dibebaskan dari kewajian memperoleh STUP.

Pasal O

- Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai

tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 10 .

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor cabang/perwakilan perusahaan, wajib
melapor sccara testulis kepada Kepala Daeral.

Pasal 11
Perusahaan yang telah mempeioleh STUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) wajib
mengajukan permintaan perubahan STUP kepada Kepala Daerah.

Pasal 12
"Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian STUP diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 13

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau

. brofesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar

1
modern perizinannya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah. %/
3 4



BT

R Y 0 P

SR

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlaknnya Peraturan Dacrah ini maka segala sesuatu y

ang ada sebelum ditetapkan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasai 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanj

ang mengenai pelaksanaannya akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dacrah.

Pasal 25,

‘Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetah linya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalarm Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001

Diundangkan di  Kupang
Pada tanggal, 17 Septemb 42001

LEMBARAN DERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2001 NOMOR: 30

Word‘/C:palria—.riup
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ATAS. j % ]
PERATURAN DAERAII KOTA KUPANG }‘ i{ {' ¥ ."“ K
NOMOR : 4 TAHUN 2001 N Jii.:,;:_'__"

TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

UM UM,

Hakekat yang dikandung dalam spirit Otonomi Daerah saat ini adalah bergesemnya
paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada dacrah
untuk membangun dan mendekatkan palayanan kepada masvarakat secara profesional
trangparan dan tidak diskriminatif,

Untuk menjamin adanya kepastian berusaha sekaligus scbagai alat bagi pemerintab dalam
membina dan mengembangkan usaha perdagangan diterbitkan  Surat Izin Usaba
Perdagangan yang berfungsi sebagai

a. Legalitas usaha

b.  Alat pembinaan dan penataan bagi pemerintah

c. Sarana mér’npcrmudah pengembangan usaha bagi pengusalia.

Dasar hukum penerbitan SIUP vaitu Bediijfisreglementerings Crdonantie talun 1934 hal
ini masih berlaku berdasarkan ketentuan UUD 45, karena, belum ada Undang-undang baru
yang mengatur fentang perdagangan. Inti dari peraturan tersebut diatas yaimu mewajibkar
kepada setiap perusahaan yang bergerak dibidang perekonomian untuk memiliki ijin dari
Pemerintah.
Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota Kupang dalam menyelenggarakan
Lurat Izin Usaha Perdagangan scjalan dengan kewenangan yan diberikan sesuai amanat
Undang-undang Nomor 22 Talmn 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,
maka salah satu perangkat hkum yang diperlukan adalah Eprateran Dacrah yang mengatur

tentang Izin Usaha Perdagangan,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
huraf e, Yang dimaksud dengan Jjin Perdagangan adalah badan usaha vang melakukan
usaha dengan memiliki modal usaha dilvar tanah dan bangunan tempat
usaha idak lebih dar Rp. 5.000.000,- (dima juta repiah).
huruf f. Yang dimaksud dengan Pcmmhmm adalah yang bergerak dibidang
perdagangan dan jasa

Pasal 2
Ayat 1 dan avat 2
Cukup jeias
Pasal 3

Ayal | s/d ayate 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat 1 dan ayal 2
Cukup jelas
Pasal 5 )

Muln ialae
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Pasal 7
Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat 1 dan ayat 2
- Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup iclas

Pasal 11
Cukup jelag

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat } dan avat 2

Penetapan pengpantion ougkos cetak formulir perizinan dan pendattaran serta biava
transport petugas pemeriksa didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terbatasnya
kemampuan keuangan dacrab schinggs partisivasi pengusaha unfuk membantu
kelancaran penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sangat dibutuhkan,

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1 s/d ayat 4
Cukup jelrs

@

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat ] s/d ayat 3
: Cukup jelas

Pasal 20
Ayat 1 dan ayat 2 )
Cukup jelag

Pasal 21 ’
MNMastravaa Zlaa \ 1



